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PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT 

"PT INTAN BARUPRANA FINANCE" 

Nomar: 21.­

.-,
-Pada hari inl, Jum'at, langgal 11-7-2008 (sebelas Juli dua ribu delapan), jam -------­

14:30 WIB (em pat belas lebih liga puluh menit Waktu In,donesia Barat), -----------­

menghadap kepada saya, NELSON EDDY TAMPUBOLON, Sarjana Hukum, Notaris 

di Jakarta. dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang s~ya, Notans kenai dan akan 

disebut pada bagian akhir akla ini . ------------------.,-------------------------------­

- Tuan Petrus Halim, iahir di Jakarta pada langg~1 18-11-1970 (delapan belas 

Nopember seribu sembilan falus tujuh puluhX. warga negara Indonesia, 

Swasta, bertempal 110ggal di Jakarta, Jalan Parang Trilis VII!9, Rukun 

Tetangga 003, Rukun Warga 011 , Kelurahan, Ancol, Kecamatan 

Pademangan, Jakarta Utara; --------------------.,------------------­

-pemegang Kartu Tanda Penduduk Pemerinta,h Propinsi Daerah Khusus 

lbukota Jakarta Nomor: 09.5107.181170.0214: -------------------------------­

- menurut keterangannya dalam hal in! bertind~k berdasarkan kuasa yang 

diberikan kepadanya oleh Rapat Umum peme~ang Saham Luar Biasa dari 

perseroan yang akan disebut dibawah ini , seba.gaimana terurai dalam Berita 

Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa perseroan yang akan 

disebut. ----~----------------------------------....,...-----------------------------------

Penghadap lelah saya, NOlaris, kenai . ---------------------, ---------------------------------

Penghadap dalam tindakannya tersebut di alas, dengan ini ter1ebih dahulu - --------­

menerangkan: -----------------------------------------­

bahwa pad a harl Rabu, !anggal 9-7-2008 (sembilan Juli dua ribu delapan), 

bertempat di Kantor perseroan di Jakarta, Jalan Paf,lgeran Jayakarta 115 Blok C­

3, Mangga Dua SeJatan - Sawah Besar, Jakarta Pusat, telah diadakan Rapal 

Umum Pemegang Saham Luar Siasa dari perr:eroan terbatas "PT Intan 

Baruprana Finance", berkedudukan di Jakarta, (untuk selanjutnya dalam akla 

ini disebut ~Perseroan»), yang anggaran dasar berikut perubahannya telah 

--~. 



.~ 

mendapat pengesahan dari Menleri Kehakiman Republik Indonesia sebagai­

mana dan sural keputusannya langgaI 15-7-1993 (lima betas Juli seribu sembilan 

fatus sembilan puluh liga) nornor: C2-6083 HT.Ol.01 Th93, yang anggaran dasar 

mana letah dirubah seluruhnya disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor: 1 

Tahun 1995 (seribu sembitan ratus sembilan puluh lima) tentang Perseroan 

terbatas dengan akta Risalah Rapal lang gal 22-4-1997 (dua puluh dua April 

seribu sembilan falus sembitan puluh tujuh) nomor: 147, yang dibuat oleh 

Fransiscus Xaverius Budi Santoso Isbandi, Sarjana HUKum, Notaris di Jakarta, 

letah mendapat persetujuan dan Menten Kehakiman Republik Indonesia sebagai 

mana daM Sural Kepulusannya langga) 12-5-1997 (dua belas Mei seribu 

sembi Ian ratus sembilan puluh lujuh) nornor: C~-3669 HT.01.04.TH'97 dan 

laporan perubahannya lelah dilerima dan dicalat t~nggal 12-5-1997 (dua belas 

Mel seribu sembHan ralus sembllan puluh tujuh) nornor: C2-HT.01.04.A-7745 

serta perubahan seluruh anggaran dasar tersebul lelah diumumkan dalam Berila 

Negara Indonesia lan9gal 12-8-1997 (dua belas ,-/\gustus seribu sembllan ralus 

sembi Ian puluh tujuh) nomor: 64, Tarnbahan 3277Y.1977, anggaran dasar mana 

lelah diadakan perubahan kembali dengan: --- ----:--------.---------------­

1- Akla langgal 24-12-1997 (dua puluh empat Desember seribu sernbilan ratus 

sembilan puluh tujuh) nomor: 295, yang dibual O\eh lrawan Soerodjo, Sarjana 

Hukum, Notaris di Jakarta, lelah mendapat persetujuan dan Menteri Kehakiman 

Republik Indonesia sebagaimana dart sural kepulusannya lan9gal 21-4-1998 

(dua puluh satu April seribu sembiJan ratus sembi tan puluh delapan) nomor: ---­

C2-3.955 HT.01.04 Th .98; ...•_ . .......••_.-.....••_....._ .•••_.....•.••• _.._ .••••• _-­

- Akla langgal 25-9-2001 (dua puluh lima September dua ribu satu) nomor: 12, 

yang dibuat oleh Emmy Halim, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, telah 

mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia sebagaimana dari sural keputusannya tanggal 4-10-2001 

(empat Oktober dua ribu salu) nomor: C-09892 HT.01.04.TH.2001; -----~---­

- Akta tanggaI 14-2-2003 (empat belas Februari duB.. ribu tiga) nomor: 19, yang-­
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-----------
dibuat oleh Veronica Lily Dhanna, Sa~ana Hukum, Nelaris cti Jakarta dan akla 

langgal 6-3-2003 (enam Maret dua ribu liga) nomar: 2, yang dibuat dihadapan 

Bagja Munajat, Sarjana Huk.um, Nolaris pengganti dari Veronica Lily Dharma, 

Sa~ana Hukum tersebut; -----------------. --------------------------------------.­

- Akta tanggal 17-10-2006 (tujuh belas Oktaber dua ribu tujuh) nomar: 53, yang 

dibua! dihadapan Edison Jingga, Sarjana Hukum. Nolans di Jakarta, yang 

mana perubahan tersebul lelah diterima dan dicatat di dalam database 

Sisminbakum Oepartemen Hukum dan Hal< Asasi Manusia Republik Indonesia 

sebagaimana dari Penerimaan Laporan Aida Perubahan Anggaran Dasar 

langgal 30-11 -2006 (Iiga puluh Nopember dua ribu enam) nornor: --------­

W7-HT.01.04-431S dan Penerirnaan Pemberitahuan Perubahan Direksi dan 

Kornisaris langgal 16-5-2007 (enam balas Mei dua ribu tujuh) nomor: -----­

WI-HT.O 1.1 0-7118; ---------------------------------------------------------------­

- Akta langgal 18-1-2008 (delapan belas Januari dua ribu delapan) nom or: 25, 

yang dibuat dihadapan saya, NOlaris, telah diterima dan dicatat di dalam 

database $isminbakum Departemen Hukum dan Hal< Asasi Manusia Republik 

Indonesia sebagaimana dari Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran 

Dasar PT Intan Baruprana Finance tanggal 18-2-2008 (delapan belas Februari 

dua ribu delapan) nomor: AHU-AH.01 .10-3813; -------••-.-------------------.­

bahwa dan Rapat Umum Pemegang $aham Luar Biasa tersebut telah dibuat 

Berita Acara Rapa! yang dibuat secara dibawah tangan (anggal 9-7-2008 

(sembilan Juli dua ribu delapan), Berita Acara Rapat mana benneterai cukup, 

dilekatkan pada min uta akla ini ; ----••----.--------------------.--.-------------------.­

bahwa dalam rapat tersebut telah diwakili sebanyak 29.330.000 (dua puluh 

sembi Ian juta tiga ratus liga puluh ribu) saham alau seluruh saham yang telah 

dikeluarkan oleh perseroan dan sesuai dengan ketentuan pasal 20 ayat 4 

anggaran dasar perseroan, karena semua pemegang saham hadir atau diwakili 

dalam rapat, maka tidak diperlukan panggilan lebih dahulu dan rapat dapa! ----.-­

I dilangsungkan dimanapun dan mengambil keputusan yang sah serta mengikat; ­

--'­
~~ 
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.----­
bahwa dalam rapal tersebul !elah dibicarakan tentang : -- . ------~--------------••--­

1. 	 Perubahan seluruh Anggaran Dasar perseroan disesuaikan dengan Undang. 

undang nomar: 40 Tahun 2007 (due ribu tujuh) tentang perseroan terbales.·· 

r 2. Hal·hallein yang muncul dalam rapat. --.____•_ ___________________________ _ 

-Selanjutnya penghadap dalam tindakan tersebut menerangkan dengan ini, bahwa _. 

dalam Rapal Umum Pemegang $aham Luaf Biasa perseroan tersebut, telah ------­

diputuskan dengan suara bulal sebagai berikut: -----------------------------------

Menyetujui perubahan seluruh Anggaran Oaser perseroan disesuaikan 

dengan Undang..undang nomor: 40 Tahun 2007 (due ribu lujuh) lentang 

I perseroan terbatas. satu dan lainnya akal1 diuraikan lebih lanjut dibawah inL ­

sehubungan dengan hal tersebul di atas, maka penghadap dalam tindakannya 

sebagaimana tersebut di atas, dengan ini menyatakan merubah se luruh Anggaran 

Dasar Perseroan, sehingga untul<: selanjutnya Anggaran Dasar Perseroan adalah 

sebagai berikut: ----------------- -----.------------------------------­

---------.----.--.-. NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKKAN· ----------------­

--------------------- ------ - Pasa l 1. - -----------------------­

1. 	 Perseroan terbatas ini bemama " PT INTAN BARUPRANA FINANCE" , ---­

(selanjutnya disebut "Perseroan" ), berkedudukan di Kotamadya Jakarta Pusal ­

2. 	 Perseroan dapat membuka Kamor cabang atau kantor perwakilan, baik di dalam ­

maupun diJuar wilayah Republik Indonesia sebag{limana yang ditetapkan oleh 

Dlreksi, dengan persetujuan dali seorang anggota Pewan Komisaris. - --------- ­

-.-.------..--.----- - JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN· .--...--.-.-...-­

------------------------------------- -- . Pasal 2. - ------------------------- --. 

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas lamanya terhitung sejak 

tanggaI1 5·7-1993 (lima belas Juli seribu sembi1an ratus sembi Ian puluh tlga). ------ ­

---------.-- - MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA - --------.-. ­

- ----------------•. -----------------. Pasal 3 . - -------------~------~--------------

1. 	 Maksud dan tujuan dan Perseroan ini ialah : -------------.•-.-.--.----- -----------

Berusaha dalam bidang Lembaga Pembiayaan. - ---------- -.-•••••• -------------­
.) 



--

r;:: : k mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas" Perseroan dapat - -------- ­

melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: .---------------------------------------__ 

8. 	 Menjalankan usaha Jembaga pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang 

modal, baik secara finance lease maupun operating lease maupun operating 

lease untuk digunakan oleh penyewa guna 4,lsaha selama jangka waictu 

tertentu berdasarkan pembayaran secara berkaf? - ----.---.-------------­

b. 	 Menjalankan usaha pembiayaan sewa guna usaha dalam bentuk pengadaan 

barang modal bagi penyewa guna usaha, baik dengan maupun tanpa hak 

cpsi untuk membeli barang tersebut . • ----.----- ---------------- ------­

" c. 	 Menjalankan usaha pembiayaan anjak piutang ",alam bentuk pembelian alau 

pengalihan piutang/tagihan jangka pendek dari ,ransaksi perdagangan dalam 

alau luar negeri dan penatausahaan penjualan kredit serta penagihan piutang 

peru sahaan kl ien. -----------.----------------------------------------------------- --------­

d . 	 MenjaJankan usaha pembiayaan kartu kredit dalam benluk penerbitan kartu 

kredit untuk pembayaran pengadaan barang atau jasa. -------------- ­

e. 	 Menjalankan usaha pembiayaan konsumen dalam bentuk penyediaan dana 

bagi konsumen untuk pembeJian barang yang pembayarannya secara 

angsuran alau berkala oleh konsumen. -------, -------------------------------­

------------------------ --- - MOD A L - - --- - -------------- -- ­

--------------------------------------- - Pasal 4. - --------------- --------------­

1. 	 Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh milyar 

rupiah), terbagi atas 40.000.000 (empat pu!uh juta) saham. masing-masing 

saham bernilai nominal Rp. 1.000,- (seribu rupiah). ~---------------.------------ -----

2. 	 Dati modal dasar tersebut lelah ditempatkan dan disetor lebih dari 25% (dua 

puluh lima persen) atau sejumlah 29.330.000 (dua puluh sembHan juta tiga ratus 

tiga puluh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar ----------------. 

Rp. 29.330.000.000.,- (dua puluh sembilan milyar liga ratus liga puluh juta 

rupiah) oleh para pemegang saham yang telah m.engambil bagian saham dan 

rindan selia nilai nominal saham yang disebutkan pada bagian akhir sebelurn -- ­

I 



--

penutup a Icta. ------ -------- - -------------------------..... --------------------------------­

3. 	 Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluaf1<an oleh Perseroan menuru! 

keperluan modal Pe{seroan, dengan persetujua,n Rapat Umum Pemegang 

Saham (untuk selanjutnya disingkat dengan "RUPS"); ------------------------------ ­

Pemegang saham yang namanya lercalat dalam Daftar Pemegang Saham 

mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bag ian alas saham yang 

hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) harl sejak langgat 

penawaran dilakukan dan seliap pemegang saham berflak mengambi l bag ian 

seimbang dengan jumlah saharn yang mereka miliki (proporsional) baik atas 

jumlah saham yang akan dikeluarkan maupun atau sisa saham yang tidak 

diambil oleh pemegang saham lainnya. ------ ---------------------------------­

Apabilan jangka waktu penawaran 14 (empat belas) han tersebut, telah lewal 

dan temyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi 

berflak menawarkan slsa saham lersebut kepad a pihak ketiga. ---------------- ­

--------------------------------- - S A HAM - --------------------------------­

---------------------------- -------- - - Pasal 5.­

1. 	 Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama. ------ ­

2. 	 Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak alas saham adalah warga negara 

Indonesia dan/alau baden hukum Indonesia. ----- ----- ----------------------­

3. 	 Bukti kepemilikan saham dapat berupa sural saham. ------------------ ------- ­

4. 	 Oalam hal Perseroan tid ak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat -- ­

dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluali<.an oleh --------- -

Perseroan. - ---------------------------------------------------------------------- ­

5 . . Oalam 	 hal dike\uarkan surat saham, maka untuk settap surat saham diberi 

sehelai sural saham. -- --.----------.---------------- ----------------------------­

6. 	 Surat ko!.ektif saham dapat dikeluarkan ~ebagai buk,ti pernilikan 2 (dua) sa ham --­

atau lebih, yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. - --------- ----------- ­

7. 	 Pada surat saham harus dicantumkan sekurang·kurangnya: -------------*---------­
a. 	 nama dan alamat pemegang.saham . - --------------------------------------- --­

http:dikeluali<.an


~---
b. 	 nornor sural saham. ------ -------------------------------------------- ­

C. 	 nilai nominal saham. ------------------------------------------------------- ­

d. 	 lan9gal pengeluaran surat saham. ----------.-------------------------- ­

8. Pada sural koJektif saham sekurang-kurangnya hal\ls dicantumkan: --------~~-----

a. 	 nama dan alamat pemegang saham. ---------.------------------------- ­

b. 	 nomor sural kolektif saham. --------,-------------------­

C. 	 nornor sural saham dan jumlah saham. -------- ------------- ­

d. nilai nominal saham. ---------~-------------------------------------------

I e tan9gal pengeluaran sural kolektif saham. --------------------------------- ---. 

I 9. 	 Sural saham dan sural koJelctif saham harus ditanda.,langani oleh Direksi dengan 

persetujuan seorang anggota Kom1saris sesua] denqan Keputusan Rapal Dewan 

Korn i sari s. -----------------------------------------------~______- ----------------­

----------------------------------- - PENGGANTI SURAT SA.HAM - ---------------- ­

----------------------------------- - Pasal 6. - ---,------------------- -----­

1. 	 Dalam hal surat saham rusak atau tidak dapa! dip~kal , atas pennintaan mereka 

yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan sura,t saham pengganti, setelah 

surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali 

I· 21 :::::a~~:k:~::~:;::~:;~~~:~-~-~::~-~~~~~-;~a;~:-~;:::~-~:~:~-~:~-:~__­
dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dal{3m RUPS berikutnya. ------- ­

3. 	 Dalam hal surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, --

Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setel~h menurut pendapat Direksi , 

kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan disertai j~minan yang dipandang perlu 

oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus. -----~------------------------

4. 	 Setelah sural saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hUang 

tersebut, tidak benaku lagi terhadap Perseroan. --....------- -- --------------------­

5. 	 Semua biaya yang berhubungan dengan pengelu~ran sural saham pengganti, 

ditanggung oleh pemegang saham yang berkepenlingan. -••••• ------••••• -------- ­

6. 	 Ketenluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) s~mpai dengan ayat (5) --------­



~~~ 
. mutatis-mutandis ber1aku bagi pengeluaran sural kolektif saham pengganti. 

------------------------- - PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM - -------------- ­

---------------.-.-----------------------. - Pasal 7. - ------.-------------------------­

1. 	 Pemindahan hak atas saham. harus berdasarkan akta pemindahan hak yang 

dilandalangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau 

kuasa yang sah. ---------------------------------....- ----------------- ­

2. 	 Pemegang saham yang hendak memindahkall hak atas saham, harus 

menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan 

menyebutkan harga serta persyaratan penjuaJan dan memberitahukan kepada 

Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebul. -------- ---------.-.- -- ­

3. 	 Pemindahan hal<. atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang ----­

berwenang, jlka peraturan penJndang-undangan me.nsyaratkan hal tersebut. -----­

I 4 . Mulai han pemanggilan RUPS sampai dengan han ailaksanakan RUPS ---------- ­

pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan. - -------------------------- ­

I 5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab l<;3in saham tidak lagi menjadi 

milik warga negara Indonesia atau bad an hukum In.donesia, maka dalam jangka 

waktu 1 (satu) tahun orang atau badan huku~ yang bersangkutan wajib 

memindahkan hak atas sahamnya kepada warga negara Indonesia atau badan -­

hukum Indonesia, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. ---------------­

---------------------- - RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM - --------------- --------­

-------------------------- -- - Pasal 8. - ---- --------------------------­

1. 	 RUPS terdiri atas: ----------------------------------------------------------- - ­

a. 	 R UP S .Tahu nan; ----------·--------------------i-----------------------------­
b. 	 RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS Luar ----- ­, 

Biasa. --- - ­

2. 	 Istilah RUPS da/am Anggaran Oasar ini berafti kedl!anya: RUPS Tahunan dan - ­

RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain. -------------- ---.-.---------­

3. 	 Dalam RUPS Tahunan: ----------------------------.---------------------••----------- ­

a . 	 Oireksi menyampaikan: .--.----------------.-- ....... . ----------------------.-------- ­

-. 




laporan tahunan yang telah ditelaah oleh De~n Komisaris untuk mendapat 

persetujuan RUPS; -------------------------------------------------------­

laporan keuangan untuk mendapat pengesaha,n RUPS; ----------------------- ­

b. 	 Ditetapkan penggunaan laba, dalam hal PerSElroan mempunyai salda laba 

yang positif. --------------------------------------------------------------- ­

c. 	 Diputuskan mata acara lainnya dari RUPS yan~ telah diajukan sebagaimana 

meslinya dengan mempemalikan ketentuan Anggaran Oasar. ----------- ­

4. 	 Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS 

Tahunan berarti memberikan pelunasan dan p€;:rnbebasan tanggung jawab 

sepenuhnya kepada anggata Direksi atas pengurusan dan kepada anggota 

Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah di~alankan selama tahun buku 

yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan 

keuangan. ------------------------- ---------------------------- ----------------­
r 

5. 	 RUPS Luar Siasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan 

untuk membJcarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara 

rapal yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan hUM b, dengan memperhatikan 

peraturan perundang-undangan dan Anggaran Oas~r. ------------------- ­

------------------ - TEMPAT PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS - --------- ­, . 

- -------------- ---------------- - Pasal 9. - -------------------------- ­

1. 	 RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan atau ditempal kegiatan ------ ­

usahanya yang utama Perseroan. ------------------t-------------------------------­

2. 	 RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan lerlebih dahulu kepada 

para pemegang saham dengan sura! tercatat dan/atau dengan iklan dalam sural 

kabar. --------------------------------- ---------- ----- ---------------- -- ­

3. 	 Pemanggilan dilakukan paling lamba! 14 (empal bel~s) hari sebelum langgal ---- ­

diselenggarakan RUPS dengan tidak memperhatikan tanggal panggilan dan --- ­

langgal RUPS. ------------------------------------------------------- ------------ ­

4. 	 Dalam pemanggilan itu harus dicanlumkan aeara, waklu dan tempat ------------­

penyelen 9 9 araan R UPS. ----------------.------------------------------------------- ­



5. 	 Dalam hal semua pemegang saham hadir dan semua menyetujui agenda rapat 

dan keputusan disetujui dengan suara bulal , maka pemanggilan RUPS tidak 

d iperlu kan. ------------------------ ------ •••••••• - ••- •••••• - ------- ---------------­

6. 	 RUPS diplmpin oleh Direktur Utama . •• ~--.--••••----------------------------------- ­

7. 	 Dalam hal Oirektur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun 

yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah 

seorang anggota Oireksi. -•••••.•••••••••--.-- ----.--------------------------. ­

8. 	 Dalam hal semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun 

yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah 

seorang anggota Dewan Komisaris . - •• --------------------------------------------. 

9. 	 Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau bemalangan karena 

sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin 

oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat. 

10. Dalam hal RUPS disetenggarakan melalui media telekonferensi, video 

konferensi , atau sarana media elektronik lainnya maka semua pemegang saham 

dan peserta rapat yang hadir harus dapat saling melihat dan mendengar secara 

langsung serta berpartisipasi dalam rapat. ------------------------------- --.---•• ­

-------------- - KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS - ---------- ­

-----•••••••• ---•• - •••••• - ••----- - Pasal 10. - ------------------------••••• - •••••• 

1. 	 RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan 

dalam Undang-undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi. _•••••••••__. ­

2. 	 Pemungutan suara mengenai din orang dilakukan dengan surat tertulup yang 

tidak ditandatangani dan mengenai hal lain dilakukan secara lisan, kecuali 

apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dan pemegang 

saham yang hadir dalam RUPS. --------------.---•••- P.--······-··P~ 

3. 	 Suara blangko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung -­

dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan da/am RUPS . ••• ---~--­

I 4. RUPS dapal mengambil keputusan sebagaimana dilentukan dalam Undang­

Undang Perseroan Terbatas. -------------------.--••••----.--- ----•••••• -------- ­



5. 	 Pemegang saham dapat juga mengambil kepulusan yang mengikaf di luar RUPS 

dengan syarat semua pemegang sa ham dengan hak suara menyetujui secara 

tenuUs dengan menandatangani usul yang bersangkutan . ----------- ---------- ­

------ ----- --------------- ---------- - D IRE K S I - ----------------------------------- ­

- --------------------------------------- - Pasal 11 . - - -- ------------------------------ ­

1. 	 Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dan seorang anggota - ­

Direksi atau lebih. --------------------------- ---------- ------------------ -- ­

I 2. 	 Dalam hal diangkat lebih dari seorang anggota Direksi, maka seorang 

diantaranya dapal diangkat sebagai Direktur Utama . ----------------------------- ­

3. 	 Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) !ahun dengan 

tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. ---- ­

4. 	 Oalam hal oleh suatu sebab apapun suatu jabalan anggota Direksi lowong, maka 

dalam jangka waktu 30 (Uga puluh) han sejak terjadi lowongan harus 

diserenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan 

ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. --------­

5. 	 Dalam hal oleh sebab apapun semua jabalan anggota Direksi lowong, unluk 

sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisans yang ditunjuk oleh 

rapat Dewan Komisaris. --------------------------- -- -- ------------------------ ­

6. 	 Angg ota Direksi bemak mengundurkan diri dali jabalannya dengan memberi­

tahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (Iiga puluh) hart ----.­

sebelum tanggal pengunduran dirinya. ------------------------------------- ­

7. 	 Jabalan anggota Direksi berakhir, jika' ----------------------------------------------­

a. 	 mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6); -------------------------------- ­

b. 	 tidak lagi memenuhi persyaratan peraluran perundang-undangan; -------- --­

C. 	 meninggal dunia; -------------------------- ------------------------- ­

C. 	 diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. ------- ------------------- ------ ­

8. 	 Dalam hal anggota Direksi diberhentikan dengan keputusan RUPS, anggota 

Djreksi yang bersangkutan diberi tahu lerlebih dahulu tentang rencana 

pemberhentian dan alasan pemberhentian serta diberikan kesempatan untuk -- ­

.I­
'. 



...---­
membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian. -~----------------~ 

--------------------------- - TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI - ------------------- ­

1. 	 Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan, di luar Pengadilan tentang 

5egala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain 

dan pihak. lain dengan Perseroan, serta menjalanka,n 5egala trndakan, ba ik yang 

mengenai kepengurusan maupun k.epemilikan, gengan pembatasan bahwa 

un tu k: ---- ----------------~-------------------- -----------------------------------­

a. 	 meminjam alau meminjamkan uang atas nama ~erseroan (tidak termasuk ---­

mengambil uang Perseroan di Bank); ---------------------------------- -------- - ­

b. 	 mendirikan suatu usaha alau turut selia pada perusahaan lain baik di dalam ­

muapun diluar negeri ; ------------------------------------- ------------------------­

harus dengan persetujuan Dewan Komisari s. ------------------------------- -------­

2. 	 a. Direktur Utama berh ak dan belVlenang bertiodak untuk. dan atas nama 

Direksi serta mewakili Perseroan; -----_ ___________ ______ _____ ___________ 

, 
b. 	 Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berha,l,angan karena 5ebab apapun 

juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang 

anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan alas 

nama Direksi serta mewakili Perseroan, - -----....,..-------_ ___ _________ 

3. 	 Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi maka segala tugas dan 

wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama a!au anggola Direksi yang lain 

dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. ---- ------_ ___________ ___________ 

------------------------ -------- ------- - RAPAT DIREKSI - ------------------------------­

- - -----------------.------------- - Pasal1 3. - ----- - ----- -- ---------- ­

1. 	 Penyelenggaraan Rapat Oireksi dapat diadakan setiap waktu : -------_ _______ _ 

a. 	 apabila dipandang perru oleh seorang alau lebjh anggota Direksi; ---------- ---­

b. 	 ,atas penninlaan tertulis dati seorang atau lebih anggola Dewan Komisaris ; 

atau ------- - -----------------------·---- -··--7-------------------------------­

C. 	 alas permintaan tertulis dan 1 (satu) orang alau lebih pemegang saham yang 



bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) alau lebih dan jumlah 

seluruh saham dengan hak suara. -------~--------------.--------.-----------•••--­

2. 	 Pemanggilan Rapal Direk,si dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak 

bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 12 Anggaran 

Dasar ini. -------------------- ------------.----•••------.--,------ .---- .----.--.-­

3. 	 Pemanggilan Rapal Direksi dilakukan dengan Surat Tercatat yang disampaikan 

langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling 

I 	 singkat 3 (tiga) harl sebelum rapat diadakan tanpa memperhilungkan langgal 

panggilan dan langgal rapat. --•••-------••-------••- --------- ---- •••------- ••• ----­

4. 	 Panggilan rapat Direksi harus mencanlumkan mata aeara, langgal, waktu dan --­

tempal rapal. - ----•••• -----•••-----.-----••• . , ------.--.------.-------••• ---­

5. 	 Rapat Direksi diadakan di tempal kedudukan Perseroan alau tempal kegiatan ---­

usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakiJJ, - --- ­

pemanggilan terlebih dahulu lersebut tidak disyaratkan dan Rapal Direksi dapat 

diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan 

I 	 mengikat. - -•• ----------.-.------------.-••-:-------------.--~---------­, 
16 Rapa! Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur Utama tidak dapat 

hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapal 

Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dan entara 

anggota Direksi yang hadir. ---------------••-----------------.-----.-.--------.-- ­

7. 	 Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota 

Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. ---------.-------~.---------~.---------.----­

I 8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikal 

apabila lebih dari :h (satu per dua) jumlah anggota lJ)ireksl hadir atau diwakil i ---­

dalam rapat . ------------------------.-------.---- ------- --- ­

9. 	 Kepulusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan. musyawarah untuk mufakat. 

Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak lereapai 

maka keputusan diambH dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju 

paling sedikit lebih dan Yz (salu per dua) jumlah sua ra yang dikeluarkan dalam -­



rapat. --------------------- ----••---.--------------------~-----.--------------

10. Apabila 	suara yang setuju dan yang lidak setuju berimbang, ketua rapal yang 

akan menentukan . --- --.----------------------,------••••-.-.-- - •••• ------ ­

11 . a. Setiap anggola Direksi yang hadir bemak men~eluarKan 1 (salu) suara dan 

tambahan 1 (salu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya; -­

b. 	 Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan sural, lertutup 

tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal·hal lain 

dilakukan secara !isan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada .--­

keberatan dari yang hadir. -----•• --------------~------------••• -.----. 

c. 	 Suara blangko dan suam yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara . ­

sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah 

suara yang dikeluarkan .•----•••--••••-------.----~--.----.--.--.--••• - •••--- -.---­

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat 

I Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara lertulis 

dan semua anggota Direksi memberikan perse~ujuan mengenai usul yang
I 
I diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebul. ---._----­

I 
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekualan yang sama 

dengan kepulusan yang diambil dengan sah dalam Rapal Direksi. -.----.-.-.-. 

------ --- -------- - DEWAN KOMISARIS - ---------------------- -- ­

.---•••••••••• -.--------------------. - PasaI14.· -.......---------------~----- - -.--.-.-

1. 	 Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisari s, 

apabila diangkat lebih dari seorang anggola . Dew~m Komisaris, maka seorang 

diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris UtalT1a. -----------.---------- ­

2. 	 Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya warga negara --­

Indonesia yang memenuni persyaratan yang diter.ltukan peraluran perundang­

undangan yang ber1aku. ---------.--.--•• - -••• --•••--------------. 

I 

3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS I,Jnluk jangka waktu 5 (lima) 

tahun dengan tidak mengurangi .hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu­

waktu . -.--•••- ••••••-------------------------.--~••••••• -. - .-•.•--------~-

"' 
" 



---~ ---" 
l 4 . 	 Jjka oleh sebab apapun jabatan an9g018 Dewan Komisaris lowong. maka dalam 

jangka walctu 30 (Iiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan, harus diselenggara ­

kan RUPS untuk mengisi towongan itu dengan memperhatikan kelentuan ayal 

(2) pasal ini . -----.----------- ---- --------.-------•••-------•• ----------------••-----. 

5. 	 Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan ---­

memberitahukan secara tertulis mengenai maksud lersebut kepada Perseroan ­

paling lambat 30 (Iiga puluh) hari sebelum tan9gal penguduran dirinya. ----------­

6. 	 Anggota Dewan Komisaris dapa! diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan 

RUPS dengan menyebutkan alasannya. ------ -..,---.---------•• ------------. 

7. 	 Keputusan untuk memberhentikan anggota Oewan Komi saris sebagaimana ___A_A. 

dimaksud pad a ayat (6) diambi! setelah yang bersangkutan diberi kesempatan 

untuk membela din dalam RUPS. -----••• -----.--.-....,---.--------- ------ ----.­

! 	B. Dalam hal kepulusan untuk: membementikan anggota Dewan Komisaris sebagai­

mana dimaksud pad a aya! (7) dilakukan dengan keputu san diluar RUPS sesuai 

dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 UUPT, anggota 

Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi lahu terlebih dahulu tentang rencana 

pemberhentian dan diberikan K,esempatan untuk: membela dirt sebelum diambil 

kepulusan pemberhentian. ---------.-----•••_------••----._. - -_.- ----­

9. 	 Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat 

(7) tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak keberatan atas pember­

hentian tersebut. ------ .----.- ---.- .---- ••----•• ---_••- ------ ----- ­

10, Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila: --.----------------_._-------.-- ­

a. kehilangan Kewarganegaraan Indonesia ; ----.-._.______•________• ___•______ 0 __ 

b. 	 mengundur1l:an diri sesuai dengan kelentuan aya;1 (5) ; --------------- --­

c. 	 tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan 

perundang-undangan; --- ---------------. ----------------------._-----.--._- - ­

d. 	 meninggal dunia; --- - ._----••------------------ ------.•_------.---­

e. 	 diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS --••• -. ----------------- -----•• - - ­

•...•...- --.....- •. TUGAS DAN WeWENANG DeWAtJ KOMISARIS 



·,,~/ 
----.•------------------------ - - Pasal 15, - ------------------------------ --­

1. 	 Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan dan pemberian nasihat kepada 

Direksi, setiap waktu dalam jam ke~a kantor Perseroan berhak memasuki 

bangunan dan halaman atau tempa! lain yang dipergunakan atau yang dikuasai 

oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, sural dan alai bukli 

lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaaan uang kas dan lain-lain serta 

bemak untuk mengetahui segala lindakan yang telah dijalankan oleh Oireksi. - ­

2 . 	 Dalam menjalankan tugasnya Dewan Komisaris bemak memperoleh penjelasan 

dari Direksi alau seliap anggota Direksi tentang se~ala hal yang diperlukan oleh 

Dewan Komisaris . --------"----------------•• --.---------------- .------------ •• - ­

3. 	 Dalam hal seturuh anggota Direksi dibementikan untuk semenlara atau 

Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, Dewan Komisaris 

diwajibkan untUk sementara mengurus Perseroan. Dalam hal demikian, Dewan 

Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang alau 

lebih anggola Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris. -----.-----­

4 . 	 Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris , segala tugas dan 

wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama alau Dewan Komisaris 

dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya . -.-..-----....• -.---.-.-.-...-••- . 

--------------------------- - RAPAT DEWAN KOMISARIS -------------- -----­

--.-- --.....--.--.-.----------.-- . Pasal 16. - --....--••.. . -._-...-.- -.--. 

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mut?tis mutandis berlaku bagi -••­

ra p al Dewan Komisa ris . ....--...---.--......------.-.--.-..--..---....--. -.----.......- .•-.-­

------ - RENCANA KERJA.TAHUN BUKU DAN LAP, ORAN TAHUNAN - ------- ­

-----....- ..---•• ------..-------- . Pasal 17.• ---...- ....- -.- ----..-.-----.-••• -••­, 

1. 	 Direksi menyampaikan rencana kerja yang memua! juga anggaran tahunan -----

Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan sebelum tahun 

buku dimulai. -.------------.------...-------- ••• -----..-----.- •••• ---------••••• ­

2. 	 Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus disampaikan 

paling lambal 60 (enam puluh) hari sebelum dimulai{1ya tahun buku yang akan .-­



d atan g. - ------------------------------___________________________ ---_ __________________ _ 

t 3. Tahun buku Perseroan berjaJan dan langgal 1 (salu) Januan sampai dengan 

langgal 3 1 (Iiga puluh salu) Desember, Pada setiaA. akhir bulan Desember, buku 

Perseroan d ilul up. --- ------------------ ------_______________________________ ---------------- ­

4. 	 Direksi menyusun laporan !ahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan 

unluk dapat diperiksa oleh para pemegang sa ham lerhitung sejak tang gal 

pemanggilan RUPS Tahunan. --------------------~----------------------

.- ..--------.-..-. • PENGGUNAAN LABA DAN PEMB;lGIAN DIVIDEN - -•••----... 

------------------- --------- ------------ - Pasa I 18. - --------------------------------­

1. 	 Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca 

dan perhitungan Jaba rugl yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan 

merupakan saldo laba yang posilif, dibagi menun,!! cara penggunaannya yang 

ditentukan oleh RUPS lersebut. -------------------..---------------------- ----------- ­

2. 	 Jika perhltungan laba rugi pada suatu lahun buku menunjukkan kerugian yang 

tidak dapa! ditutup dengen dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicata! 

dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya , 

Perseroan dianggap tidak mempunyai saldo laba yang posifil selama kerugian 

yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum tertulup 

se I uruh nya. --------------------------------------------------------------­

3 . 	 Perseroan dapa! membagikan dividen interim seb,elum tahun buku Perseroan 

berakhir dengan memperhatikan RUP$. -----------,------------------------ ----------­

----- ••••• --------------- - PENGGUNAAN CADANGAN ..----.... - -.- -.--.-.­, 
---------- ------------------------------------- - Pasal 19. - ---~------------------------ --------

1. 	 Perseroan wajib menyisihkan sebagian lab a bersi~nya untuk cadangan sampai 

cadangan mencapai 20% (dua putuh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan 

diseto( Perseroan dan jika cadangan yang hanya bQleh digunakan unluk - --------­

menutup kerugian yang tidak dapa! dilulup dengan ~adangan lain. ---------~----

2. 	 Dalam hal jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari 

jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan, RUPS dapat memutuskan -- ­



agar jumrah kelebihannya digunakan bag; keperluan Perseroan, •••• - _ .._-_•• -­

3, 	 Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum digunakan untuk-· 

menutup kerugian dan jumlah cadangan yang melebihi jumlah sebagaimana 

dimaksud pads ayal (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS 

harus dikelola dengan cara yang tepat menu rut pertimbangan Direksi setelah 

memperoleh persetujuan Dewan Komisaris serta m~mperhatikan peraturan per· ­

u ndan g-u ndang an. -...--.•---.--...-----•.--------.------------------------- --- ­

_____________________ - KETENTUAN PENUTVP - -----00--------------0­

--- -------------.--------------.----------- - Pasa I 2 a - ------------------.----------- -•••-- ­

-Sepanjang tidak diatur tersendiri dalam Anggaran Das.ar ini berlaku Undang-undang 

tentang Perseroan Terbatas dan peraturan per Undang-undang tainnya. ---------------­

( -Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini. akan 

dipulus dalam RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan. -- -----

Akhirnya, penghadap tersebut di atas menerangkan bahwa: --------------------.------ ­

1. 	 modal dilempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 telah diambil 

bagian dan disetor penuh dengan uang tunai mela"lui kas Perseroan, oleh para 

pemegang sa ham: ---.---------••----------.--.---,---------------------------. ------­

8 . 	 Perseroan lerbatas PT Inta Finance 

tersebut, sebanyak 29.329.999 (dua - -­

puluh sembiJan juta liga falus dua puJuh 

sembilan ribu sembi Ian ratus sembi Ian 

puluh sembi Ian) saham , dengan nilai 

nominal Rp. 1 .000,~ (seribu rupiah) alau 

sebesar ------------~----.----------. Rp. 29.329.999.000,­

(dua puluh sembilan milyar tiga ratus dua 

puluh sembilan juta sembilan ratus 

sembi Ian puluh sembitan ribu rupiah) ; --. ­

b. 	 Koperasi Karyawan PT Intraeo 

0­



-~.---
,,~ 

Penta Terbuka disingkat ---____ . 


KOPKARINT A tersebul, sebanyak 1 ~--

(satu) saham, dengan nilai nominal Rp. 


1.000,- (seribu rupiah) alau 


sebesar ------------.----------------- Rp. 1.000.. 


(seribu rupiah) ; - ----------------------­

-sehingga seluruhnya berjumlah 29.330.000 

(dua puluh sembi Ian juta liga fatus tiga puluh 

ribu) saham atau sebesar ---------------------- Rp. 29.330.000.000,­

(dua puluh sembilan milyar liga fatus tiga 

puluh juta rupiah). ------------------------------ ­

2 . 	 Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (3) 

Anggaran Oasar ini mengenai tata cara pengangkalan anggota Oireksi dan 

Dewan Komisaris, maka terhitung sejak rapat tersebut ditutup tidak ada 

perubahan sebagai: - .--•••-------------------------------------------.-

Direktur ---------------: 	 tuan tuan Ibrahim Atje , lahir di Jakarta pada 

tan9gal 17-1-1958, (tujuh betas Januari seribu 

sembilan (atus lima puluh delapan), warga 

negara Indonesla, Wiraswasta, bertempat 

lin9gal di Jakarta, Azalea XII Blok A2119, Rukun 

Tetangga 001 , Rt,lkun Warga 004 , Kelurahan 

Kedoya S~latan , Kecamalan Kebon Jeruk, 

Jakarta Barat; ------------------------- ­

-Nomor Induk Kependudukan: ------------------ ­

09.5205.170158.0264; --.-.......................... 

Komisaris Utama ------- tuan Halex Halim" lahir di Palembang, pada 

tanggal 23-2-1941 (dua puluh tiga Februari 

seribu sembi/an ratus empat puluh satu), warga 

negara Indonesia, Wiraswasla, bertempat ling­



gal di Jakarta, Jal~n Parang Trilis Vlf14, Rukun 

Tetangga 003, Rl,lkun Warga 011 , Kelurahan 

Ancol. Kecamalan Pademangan, Jakarta Utara; 

-pemegang Kartu Tanda Penduduk Pemerinlah 

Propinsi Daerah Khusus Ibu-kola Jakarta ----­

nomor: 09.5107.230241 .0036: ---.---------------

Komisaris ---------------: penghadap tuan P~trus Halim lersebut. ---------­

I 3. Direksi perseroan daniatau 

Pegawai Kantor Notans, baik bersama-sama maupun sendiri·sendiri , dengan hak 

untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain, dikuasakan unfuk 

memohon pengesahan atas Anggaran Dasar dan perubahan Anggaran Dasar ini 

dari instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan daniatau 

tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk 

memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta menanda­

tangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat 

kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan Jain yang mungkln diperlukan. --- ­

------------------ - DEMIKIANLAH AKTA INI - ---------- -------

Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari , langgal dan jam seperti tersebut pada 

bagian awal akla ini , dengan ditladiri oletl: - ---------------------.----------------------­

1. 	 Tuan Enuh Rustama, Sarjana Hukum, lahir di Garut pad a tanggal 3-11-1972 

(tiga Nopember seribu sembi!an ratus tujuh puluh dl!a), Warga Negara Indonesia, 

bertempat tinggal di Kota Bekasi , Jalan Sawo J) , Rukun Tetangga 003, Rukun 

Warga 015, KeJurahan Jakasampuma, Kecamatan Bekasi Barat; ---.----------------­

-unluk sementara berada di Jakarta ; --------------.-.--.--.-•••••••• ------------ ­

, 	 21. Tuan Turasno, lahir di Kebumen pada tanggal 9;10-1971 (sembilan Oklober 

seribu sembilanratus tujuhpuluh satu) , Warga Negara Indonesia, bertempat 

tlnggal di Jakarta, Jalan Bendungan Jago, Rukun Tetang ga 019, Rukun Warga 

002, Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran, Jfikarta Pusat; ---------------- ­

1. 
'- . 



~~-
-Keduanya Pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. --•• --••- ••••.----------------­

-Setelah penghadap membaca akla ini, maka segera penghadap, saksi·saksi dan 

saya, NOlans, menanda-Iangani akla ini. ------------- ---------------------------- -----­

- Diselesaikan dengan lanpa coretan , coretan dengan gantiannya maupun -----------­

tambahan. --------------------------------.----.-------.---------------------~----

Minuta akla ini telah ditandatangani secukupnya. ------.--------------------

Diberikan sebagai Salinan yang sarna bunyinya. --,----------------------

NOI.r)~ di Jakarta , 



KANTOR NOTARIS 

NELSON EDDY TAMPUBOLON, SH 


JI_P Jayakarta 143C - Jakarta Pusat 
Telp. (021) 6264239 Fax.• (021) 6494008 


JAKART A 


SURAT KETERANGAN 

Nomor.29/Sk NovNET/ll/2010 


Saya yang bertanda tangan di bawah ini, NELSON EDIW TAMPUI30LON, SH 

Notari s di Jakarta, dengan ini menerangkan sebagai berlkut : 

- bahwa anggaran dasar perseroan terbatas "PT JNTAN BARUPRANA 

FINANCE" , b erkedudukkan di Jakarta Pusat, telah d\rubah disesuaikan dengan 

ketentuan-ketenl1lan yang diatur dalam Undang-Un?ang RepubJik Indo.Qcsia 

Nomor 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas, dengan ak'ta ~~.qJyataan 

Kepurusan Rap.' Nomor 21, tanggal II Juli 2008, yal'g dibuat dihadapan saya, 

Notaris, telah mendapat persetujuan dari Menteli HukLlm Dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia sebagaimana temyata dari Surat Keputusannya 

tertanggal 19 September 2008, Nomor. AHU-66292AtlO 1.02 Tahun 2008; 

- bahwa pengumwnan dalam lembaran Berita Negar~ Republik Indooesa atas 

perubahan anggaran dasar te rsebut saat ini sedang dalam proses di instansi 

terkait yang pengwusaonya dllakukan melalui kantor saya, Notaris ; , 
Demikian Surat Keterangan ini dibuat, unruk dipergunakan ~ebagaimana mestinya. 

Jakarta to Februari 20 to 

(NE 



